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OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha
yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota
yang dilakukan melalui elektronik.

rinsip Dasar

- Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).
-~ Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.

- Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh
masyarakat/pelaku usaha.

- Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).
- Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.

- Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan
(K3L).



yelenggaraan Pemerintahan

‘ UUD 1945 ‘

_egislatifH Eksekutif H vudikatif ‘

Presiden &
Wakil Presiden

—

Kementerian/

Lembaga

Pemda

KDH | DPRD

Pemerintahan dan Pembagian Wilayah berdasarkan UUD 1945:
1. Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan
(Pasal 4).

2. NKRI dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten d
Kota (Pasal 18).

Prinsip dasar dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerir
Daerah:

1. Urusan Pemerintahan adalah kewenangan Presiden dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/P) --
(Pasal 1 angka 5).

2. Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 1 angka 2).
3. Presiden:

* menetapkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintaha
(Pasal 6).

» melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7 ayat 1).

* memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urus
pemerintahan (Pasal 7 ayat 2).

» sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Presiden sebagal pemegang kekuasaan

erintahan dalam pemberian kesatuan layanan perizinan berusaha kepada masyarakat de

ku usaha



ubahan Bisnis Proses Perizinan Berusaha Melalui OSS

ZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, Kl, FTZ)

=5 B Y =

e [zin Lingkungan (UKL-
UPL) - (12 hari)

* Pemenuhan Standar
IMB (Standar Komposit
atau per Bagian (SNI)) -

« lzin Usaha SNI Wajib (14 hari)
Sektoral SNI Sukarela (14
(otomatis) hari) :

» SIUP (otomatis) CPOB (35 hari)

CPOTB (35 hari)

*|zin Edar
(Pendaftaran):
v Pangan
v’ Obat

v’ Suplemen
v Kosmetika
v’ Obat Tradisio

(30 hari)
* Pemenuhan Standar
SLF (3 hari)

CPAKB (5 hari)

kebutuhan investor
rlaku sebagai TDP & AP

Igan:
ada 40 Perda RDTR . UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Permantauan Lingkungan Hidup



ubahan Bisnis Proses Perizinan Berusaha Melalui OSS

ZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR

e Perizinan Lingkungan * |zin Usaha SNIWajib *lzin Edar
(UKL-UPL/Amdal ) Sektoral SNI Sukarela
« Pemenuhan Standar (otomatis) CPOB
IMB (Standar « SIUP CPOTB
Komposit atau per (otomatis) CPAKB
Bagian (SNI))

* Pemenuhan Standar
SLF

* Sertifikasi/
Lisensi

| kebutuhan investor
rlaku sebagal TDP & AP



baran Sistem Dalam Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS

=8 i
Pelaku Usaha lainnya
Investor

\ 4
— “ m
Investasi/ berusaha Sektor
yang didelegasikan/
Delegasi
DPMPTSP
Investasi (Pasal 30 ayat

BKO
(7) UU 25/2017) Investasi/Urusan Urusan

Layanan OSS tersedia secara cloud di http://0ss.go.id
O Mobile apps berbasis Android/IOS
Hardware OSS diadakan melalui mekanisme sewa




emrosesan Informasi Dalam Sistem OSS

5SS

Pemrosesan Pendaftaran, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, Checklist
Compliance/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.

CANTIK (KOMINFO)

Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterir
dari sistem OSS.

O|PISE (BKPM)

Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari
OSS.

HU - NPWP

Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditj
Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.

OMINDUK — NIK

Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat
menggunakan sistem OSS.

SW
Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan Cross Border Trade Facilitation.



gulasi Perizinan Berusaha Melalui OSS

Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) sebagai dasar regul
pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS

PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai:

a.
b.
C.

Q@ ~oo

Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan

Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P

Reformasi Perizinan: menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokan
bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan (postif list)

OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS.

Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS.

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS.

Pengenaan Sanksi.



kungan Pemerintah Daerah ‘

Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan denge
mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai
NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak
sesuai dengan bisnis proses OSS.

Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan infromasi dan layanan
berbantuan OSS.

Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan
layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan.

Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS.
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onsepsi Dasar Operasional Sistem OSS

rasional implementasi Sistem OSS dilaksanakan oleh Tim OSS bersama dengan INSW dengan pengatu
agai berikut:

Operasional Layanan Perizinan Berusaha:

A.

D.

C.
d.
e.

Operasional layanan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Tim OSS sesuai penugasan dalam Perp
91/2017 dan PP OSS

Penyelesaian atas permasalahan yang terkait proses bisnis dan substansi perizinan menjadi tanggt
jawab Tim OSS

Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan peyizinan dengan K/L/P dilaksanakan oleh Tim OSS
Pengawasan atas penyelesaian permasalah%ﬁ %eé%%%n dilaksanakan oleh Satgas Nasional 91/2017
Infrastruktur utama layanan perizinan berusaha berada dibawah pengelolaan Tim OSS

Operasional Teknis Sistem OSS:

A.

D.

2’

Operasional teknis sistem OSS dilaksanakan oleh INSW sesuai penugasan Menko Perekonomian sel
Ketua Dewan Pengarah INSW

Penyelesaian atas permasalahan yang terkait dengan teknis operasional sistem menjadi tanggung jav
INSW

Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan teknis operasional sistem OSS dilaksanakan oleh INSW
Pengawasan atas teknis operasional sistem OSS dilaksanakan menggunakan mekanisme pengawa:
sistem INSW (melalui Dewan Pengarah INSW)

Infrastruktur pendukung sistem OSS pengoperasiannya dilaksanakan oleh INSW



ﬁ MENTERI KOORDINATOR
~  BIDANG PEREKONOMIAN ' ¢
*  REPUBLIK INDONESIA -~

=l gz i / H .‘ TTrT (- |
r & | s | |l”: ._ hal ’|- .I 79 .' M | =

AMPIRAN |

- "




uktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017

5

PTSP/

.
MPTSP

& Presiden

..’ SATGAS

'.‘ Nasional

DPMPTSP

DPMPTSP °

Keterangan

Garis Komando

Garis Koordinasi

Garis Pendukung

Garis Penugasan

Laporan

-

SATGAS K/L
Pendukung

T
i

SATGAS
Leading
Sector

SATGAS
}a‘ Provinsi

H

Sekretaris Daerah

SATGAS
}a‘ Kab/Kota

S

Sekretaris Daerah

SATGAS Nasional bertanggunc
jawab terhadap pemantauan prc
perizinan berusaha dan

melaporkannya kepada Presidel

SATGAS Leading Sector wajib:
mengawal dan membantu
penyelesaian setiap perizinan
berusaha; (2) mengidentifikasi
perizinan yang perlu direformasi
melaporkan kegiatan berusaha
permasalahannya kepada SATC
Nasional.

SATGAS Provinsi, Kab/Kota a
SATGAS yang bertanggung jaw;
terhadap pelayanan perizinan
berusaha yang menjadi tanggun
jawabnya.

SATGAS Pendukung adalah
SATGAS yang memberikan
dukungan untuk penyelesaian
perizinan usaha sektor atau dae




Jumlah Izin

Jumlah Izin

Sektor Saat Ini Reform Keterangan

Izin 69 Izin 50 Terdapat pengintegrasian lzin dan
penghapusan izin
Terdapat pengintegrasian non-izin dan

erhubungan , _ - :

Non-lzin 129 Non-lzin 75 penghapusan non-izin. Persetujuan
dikategorikan sebagai izin. Sudah
dikonfirmasi oleh sektor

: 1zin 27  lzin 12 29 Digabungkan*
ertanian : - . . .

Non-lzin 41 Non-lzin 18 Sudah dikonfirmasi oleh sektor

1Zin 31 Izin 14 Terdapat pengintegrasian dan penghapus
Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk se

| . sub-sektor
elautan dan Perikanan , _ . .

Non-lzin 47 Non-lzin 37 Terdapat pengintegrasian dan penghapus
non-izin
Sudah dikonfirmasi oleh sektor

: : : n — .
ekerjaan Umum dan 1zin 7 1zin 7 5 Digabung*, 2 d||ntegrg5|kan prosesnya
, : : dengan AMDAL dan 3 dihapus
erumahan Rakyat Non-lzin 3 Non-lzin 3

Sudah dikonfirmasi oleh sektor

: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan
ngkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda



Jumlah Izin  Jumlah Izin
Sektor Saat Ini Reform Keterangan
: : Izin 62 lzin 50 * 20digabung

kﬁﬁ;:gg?‘n Hidup dan _ _ e Sudah dikonfirmasi oleh sektor untuk

Non-lzin 5 Non-lzin 6 subsektor lingkungan

1Zin 87 lzin 26  « 68 digabung* dan 14 dihapus
Perdagangan ) : -

Non-Izin 38 Non-lzin 16 * 10 Dihapuskan

I7i I7i . . ,
Perindustrian ZIn . 6 ZIn . S) Beberap_a 1zin dlgapung dan 3 dihapus

Non-lzin 43 Non-lzin 12 * Sudah dikonfirmasi oleh sektor
Komunikasi dan 1Zin 31 lzin 9 32 digabungkan*, 1 diubah menjadi stan
Informatika Non-lzin 14 Non-lzin 14 e Sudah dikonfirmasi oleh sektor

1zin 38 Izin 20 o 22 digabungkan*, 3 diubah menjadi star
Kesehatan _ _ dan 6 penambahan standar

Non-lzin 8 Non-lzin 11, g,qan dikonfirmasi oleh sektor

1zin 0) 1zin 0 . . :
Pariwisata a : : e Sudah dikonfirmasi oleh sector

Non-lzin 2 Non-lzin 2

in: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

ungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda



Jumlah Izin  Jumlah Izin
Sektor Saat Ini Reform Keterangan
Pendidikan dan 1Zin 12 1zin 6 « 2 digabung dan 2 dihapus
Kebudayaan Non-lzin 5 Non-lzin 3 » Sudah dikonfirmasi oleh sektor
Riset dan Pendidikan 1Zin 5 lzin 0 2 dihapuskan
Tinggi Non-lzin O Non-lzin 0O e Sudah dikonfirmasi oleh sektor
Ketenagakeriaan 1zin 7 lzin 7 « 2 pendaftaran dihapus
9 J Non-lzin 4 Non-lzin 2 » Sudah dikonfirmasi oleh sektor
Keuanaan 1zin 1 lzin 1 « 6 digabung dan 1 dihapus
9 Non-lzin 3 Non-lzin 3 » Sudah dikonfirmasi oleh sektor
ESDM 1zin 43 lzin 6 « 3 diubah menjadi standar
Non-lzin 30 Non-lzin 3 » Sudah dikonfirmasi oleh sektor
1zin 7 1zin 7 . . .
Agama : : » Sudah dikonfirmasi oleh sektor
Non-lzin O Non-lzin O
V4 6 1z 5 4 digabung dan 3 dihapus
Obat dan Makanan al : 2l ) J , J , , D
Non-lzin 16 Non-lzin 10 e Sudah dikonfirmasi oleh sektor

-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan



oformasi Perizinan Berusaha Pada Leading Sectors (3/3)

Jumlah Izin Jumlah Izin

\[o] Sektor _ SaatIni Reform Keterangan

. 1zin 6 1zin 6 * Sudah dikonfirmasi oleh sektor
|8 Kelistrikan , ,

Non-lzin 3 Non-lzin 3

6 Kenolisian 1zin 1 lzin 1 « Sudah dikonfirmasi oleh sektor

P Non-lzin O Non-lzin O
0 Perkoperasian dan 1Zin 5 lzin 5 « Sudah dikonfirmasi oleh sektor
— UMKM Non-lzin O  Non-lzin 0

n-1zin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan



aerah Yang Telah Menetapkan RDTR (1/2)

PERDA RRTR/ RDTR DI SELURUH INDONESIA (40 RRTR/RDTR)

(Status tanggal 7 Maret 2018)
PROVINST KABIIPATEN/ KOTA | NO NAMA RRTR/ RDTR 'NOMOR PERDA
!ﬂl FIMTERA
Su:n.t..f.rld Ut,ar.i | Kota Medan 1 | R.Eﬂ'RRD*.i"-"lerhn ; Perda No. 13 ;I;';.L'H.LIJI 2014
Hanckﬁ Beliming FBangka 2 | ROTR PZ Kawasan Perkotaan Sungai Liat & PE 2014 - 2034 (Thukata] | Perda Ne. 15 Tahun 2014
Surmtura Barai Sijunjung 3 | RDTR Muarop Sijunjung { Perda No. 1 Tahun 2017
fthA e ek Bt e e s el .
DH] Jakarta Provinsi 4 | RDTR DKI |akarta { Perda No, 1 Tahun 2014
Iiauten Fota Serang - 1 EDTH dan PZ Kecamatan Serang dan Recamatan Cipocok Java | Perda No. 9 Tahun 2014
| |av.,1 Barat Knta Bandung ﬁ_ '_Ii.I_JT?._Kgra_ _El.-mdung [E ELVP] Prrda 1'.1-:: 1E| Tﬁlum 'Jl_:f! _5_
| I'(crta Bekasi 7 | RDTRt Kota Bekasi (5 BWP) FH‘a:lEt "'-'Iﬂ 5 Tahm 2015
{Jawa Tengah Provinsi & | RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes- Tegal - Slawi - Malang ' Perda No. 8 Tahun ZI‘J 16
: oy Kota Yogyakarta 9 | | ROTR Kota Yogyakarta | | Perda Ne. 5 Tahun 2014
| 10 | RDTR Tumpang Pitu | Perda No, 11 Tahun 2015
Banyuwangi 11 | RDTR Wengsorejo | Perda Na. 5 Tahun 20156
12 RDTRBanyuwangl & KSK Pelabuhan Retapang PerdaNo.6 Tahun2016
P I— 13 : EDTE Kecamatan fota Sumenep | Perda No, 3 Tahun 2014
14 | RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding | Perda No. 8 Tahun 2015
15 | RDTH Rota Tulungagung | Perda Ne. 10 Tahun 2016
_ Tulung Agung 16 | RDTRBWP Karangrejo  Ngantru | Perda No. 9 Tahun 2014
| Javsa Timur 17 | RDTR BandunganPakl & Campurdarat | Perda No. 8 Tahun 2016 4
,!‘Efjjnﬁ 18 ]:LDTR Kaw. Pmku-taan !ﬂfl.lﬂjen | Perda FEE:IEMH-
Mujukerio 19 | RDTR Gedeg | Parda Mo, 14 Tahun 2015
_EL RDTEK !\islaﬁg Tengah | Perda No. 2 Tahun 2015
21 | RDTRK Sub Pusat Malang Utara | Perda No. 5 Tahun 2015
22 | RDTRK Sub Pusat Malang Barat | Perda Ne. 4 Tahun 2015
Kota Malang : - -
23 | RDTR Sub Pusat Malang Tenggara { Perda No. 3 Tahun 2016
z | ROTH Sob Pusat Malang Timur | Perda Mo. 4 Tahun 2016
25 | RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut | Perda No. 5 Tahun 2016




aerah Yang Telah Menetapkan RDTR (2/2)

PERDA RRTR/ RDTR DI SELURUH INDONESIA

(Status tangpal 7 Maret 2018)

PROVINSI KABUPATEN/ KOTA | NO NAMA HRTR/ RDTR NOMUR PERDA
| KALIMANTAN - SULAWESI
Kalimantan Timur Kota Bontang 26 | RDTR Kotz Bontang (3 kecamatan) Perda No, 1 Tahun 2016
Rarrn 27 | RDTR Kawasan Emas Garongkong Parda No. 1 Tahun 2015
Luwu Utara 28 RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Masamba Perda No, 6 Tahun 2016
| Sulawes! Selatan T .
Luw 29 | RDTR dan PZ Kota Belopa Perda No. 2 Tahun 2016
Toraja Utara 30 |RDTR Panga Perda No. 5 Tahun 2016
31 | RDTR Bagian Wilayah Perkolaan Poso Purtla No, 3 Tahun 2015
Sulawesi Tengah e 32 | RDTR Tentena Perda No. 1 Tahun 2016
Parig: Moutong 33 | RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Parizgi Perda No, 7 Tahun 2014
:-Gnrnnta]n Provinsi 34 | RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto Parda No. 9 Tahun 2017
| NUSTRA - MALUKU - PAPUA i ' '
Sumba Tengah 35 | Perkotaan Waibakul Perda No, 8 Tahun 2013
Alor 36 | Perkotaan Kalabahi Perda No. 4 Tahun 2017
NTT Sumba Timur 37 | Perkotaan Waingapu Perda No. 3 Tahun 2017
Nagekeo 38 | Perkotaan Mbey Perda No. 4 Tahun 2017
Ende 39 | Perkotaan Ende Perda No. 10 Tahun 2017
_. NTB .Sumha Barat | 40 | Perkotaan Taliwang Perda No, 12 Tahun 2016




